
 

 
 

WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  

 NOMOR   9   TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan  Keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; 

 
 
 



 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Pontianak Tahun Anggaran 2016; 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756);  
 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
 



 

 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah  diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 
 



 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
 

 
 



 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64  Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 
 

 
 



 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  

Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 

2015 Nomor 1);  
 

28. Peraturan  Daerah Nomor  9  Tahun  2016 tentang   Anggaran   Pendapatan   dan  Belanja  Daerah  
Kota Pontianak  Tahun  Anggaran  2017 (Lembaran  Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 9); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK 

 
dan 

 
WALIKOTA PONTIANAK 

 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016. 
 

 
 



 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat : 

a. laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

b. laporan realisasi anggaran; 

c. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

d. neraca; 

e. laporan operasional; 

f. laporan arus kas; 

g. laporan perubahan ekuitas; dan 

h. catatan atas laporan keuangan. 

 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. 
 
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan 

usaha milik daerah/perusahaan daerah. 
 

 
Pasal 2 

 
Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: 

a.  pendapatan Rp 1.418.516.388.060.49

05,054 b.  belanja Rp 1.428.917.646.777,12 

 

surplus/defisit Rp (10.401.258.716,63) 



 

c. pembiayaan 

 Penerimaan 

  

 1. penerimaan Rp 46.356.051.491,46 

 2. pengeluaran Rp 8.633.000.000,00 

 pembiayaan Netto Rp 37.723.051.491,46 

 SILPA Rp 27.321.792.774,83 
 

 

Pasal 3 

 

Uraian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: 
 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 50.837.063.609,90 dengan rincian  
sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.469.353.451.670,39 

2. realisasi  Rp. 1.418.516.388.060.49 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 50.837.063.609,90 

 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 64.760.273.358,88 dengan rincian sebagai 

berikut: 
 
 

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.493.677.920.136,00 

2. realisasi  Rp. 1.428.917.646.777,12 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 64.760.273.358,88 

 

 
 



 

 
 

c.  selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (13.923.209.748,98) dengan rincian 
sebagai berikut: 

 

1. surplus/Defisit anggaran setelah Perubahan  Rp. (24.324.468.465,61) 

2. realisasi   Rp. (10.401.258.716,63) 

 Selisih Lebih/(Kurang)  Rp. (13.923.209.748,98) 

 
 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (11.031.583.025,85) dengan 
rincian sebagai berikut: 

 

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 35.324.468.465,61 

2. realisasi  Rp. 46.356.051.491,46 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (11.031.583.025,85) 

 

 
e.  selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 2.367.000.000,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 
 

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 11.000.000.000,00 

2. realisasi  Rp. 8.633.000.000,00 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 2.367.000.000,00  

    

 

 
 

 



 

 
f.  selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (13.398.583.025,85) dengan rincian 

sebagai berikut: 
 

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan  Rp. 24.324.468.465,61 

2. realisasi   Rp. 37.723.051.491,46 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (13.398.583.025,85) 

 

 
Pasal 4 

 
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai 
berikut: 

a. pendapatan Rp 1.418.516.388.060.49

05,054 b.  belanja Rp 1.428.917.646.777,12 

c.  

surplus/defisit 

pembiayaan 

Rp (10.401.258.716,63) 

 1. penerimaan Rp 46.356.051.491,46 

 2. pengeluaran Rp 8.633.000.000,00 

 pembiayaan Netto Rp 37.723.051.491,46 

 SILPA Rp 27.321.792.774,83 
 

 

 



 

 

Pasal 5 

 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 
dengan Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

 
a. saldo anggaran lebih awal Rp. 42.025.878.093,51  

b. penggunaan saldo anggaran lebih Rp. (46.320.964.991,46) 

c. sisa lebih penggunaan anggaran Rp. 29.308.587.153,46 

d. koreksi  Rp. 4.063.667.519,23 

e. Lain-lain Rp. 231.419.378,72 

f. saldo anggaran lebih akhir Rp. 29.308.587.153,46 

 

 

Pasal 6 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2016 adalah 
sebagai berikut: 

 

a. jumlah aset Rp. 2.684.626.306.944,08 

b. jumlah kewajiban Rp. 15.679.933.397,47 

c. jumlah ekuitas Rp. 2.668.946.373.546,61 

 

 

 

 



 

Pasal 7 

 
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan Tahun yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 
 

a. pendapatan Rp. 1.555.200.290.875,20 

b. beban Rp. 1.329.484.087.922,44 

c. surplus/defisit dari operasional Rp. 225.716.202.952,76 

d. surplus/desifit dari kegiatan non operasional Rp. 35.727.504.169,66 

e. surplus/defisit laporan operasional Rp. 261.443.707.122,42 

 

Pasal 8 
 
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan Tahun yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 
 

a. saldo kas awal di Bendahara Umum Daerah per 1 Januari 
tahun 2016 

Rp. 28.747.928.698,61 

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 387.798.723.159,32  

c. arus kas dari aktivitas investasi Rp. (402.916.456.104,24) 

d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. (8.597.913.500,00) 

e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 4.247.965.763,40 

f. kas di bendahara umum daerah Rp. 9.168.627.087,09 

g. kas di bendahara pengeluaran Rp. 9.280.248.017,09 

h. kas di bendahara penerimaan Rp. 15.543.000,00 

i. kas di badan layanan umum daerah  Rp. 5.075.284.184,00 

j. kas lainnya Rp. 14.971.831.356,97 

k. saldo akhir kas per 31 Desember 2016  Rp. 29.342.906.558,06 



 

 
Pasal 9 

 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)  huruf g dengan Tahun 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

 

a. ekuitas awal Rp. 2.454.307.485.160,60 

b. suplus/defisit laporan operasional  Rp. 261.443.707.122,42 

c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp. (46.804.818.736,41) 

d. ekuitas akhir Rp. 2.668.946.373.546,61 

 

Pasal 10 
 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h Tahun 
Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
 

 
Pasal 11 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 
 Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 



 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Anggaran Belanja Daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;  

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 
e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 
g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; 
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
Pasal 12 

 
Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah pada Pasal 1 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dimaksud 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
  

 
Pasal 13 

 
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2016 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi 
Kalimantan Barat terdiri dari : 
a. laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Pontianak; 
b. laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 

c. laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.  
 

 
Pasal 14 

 

Walikota Pontianak menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

 
 
 

 
 



 

Pasal 15 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. 

 
Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal   25   Agustus 2017 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 

 
        ttd 

 
     

SUTARMIDJI 

 
Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal   25   Agustus 2017 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
 
                               ttd 

 
 

                      ZUMYATI 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  TAHUN 2017 NOMOR  
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (  9  /2017) 
 



 

Pasal 15 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. 

 
Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal   25   Agustus 2017 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 

 
  

                 ttd 
     

SUTARMIDJI 

 
Diundangkan di Pontianak                  Salinan sesuai dengan aslinya 

pada tanggal   25   Agustus 2017                               Kepala Bagian Hukum 

                              Setda Kota Pontianak    

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,      

 

                               ttd 
                                    ZETMAWATI SH, MH 

                            Pembina Tk I (IV b) 

                    Nip. 19620811 198607 2 002 
                      ZUMYATI           

                      

                        
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  TAHUN 2017 NOMOR  

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (  9  /2017) 

ttd 


